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PROVINS! ACEH 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR i> TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK HIBURAN 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat perubahan 
tanggungjawab pengelolaan pajak hiburan dari Dinas 
Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Badan 
Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu t 
dipandang perlu melakukan perubahan Qanun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh 
Barat Daya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, 
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4179); 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab U ndang-U ndang H ukum Acara Pidana 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah a tau dibayar sendiri oleh W ajib Pajak (Lembaran \ 
Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 51 79); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 

25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat 
Daya Tahun 2015, Nomor 102); 

26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten 
Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya 
Tahun 2016, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
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Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, Nomor 122). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

Dan 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK HIBURAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan (diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Pasal9 

(1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendataan dan 
pendaftaran terhadap wajib pajak yang berdomisili di wilayah 
Kabupaten Aceh Barat Daya yang melakukan aktifitas. 

(2) Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana di maksud pada 
ayat ( 1) diawali dengan pengisian Formulir pendataan secara benar 
dan jelas dan dikembalikan kepada dinas teknis yang mengelola 
Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk 
Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang di gunakan sebagai 
pembuatan NPWPD dan dicantum disetiap dokumen perpajakan 
daerah. 

(3) Berdasarkan Formulir Pendaftaran, dinas teknis yang mengelola 
Pendapatan Asli Daerah menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak 
sesuai dengan jenis Objek Pajak 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10 

( 1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD 
mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta di tanda tangani 
oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada dinas teknis 
yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. 
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(2) Seluruh data yang di peroleh sebagaimana di maksud dalam ayat ( 1) 
dihimpun dan dicatat dalarn daftar wajib pajak dan Kartu data, yang 
merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar 
pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan wajib pajak. 

(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftaran 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal II 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal .3/ \/Je.r~2019 M 

{jf.tlJ'l?'r~ 1441 H 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal .31 V>f?2.fendrr,,rc 2019 M 

"f~A?~~ 1441 H 

I SEKRETARIS DAERAH ':I, 
\ KABUPATE;E,':.~.ARAT DAYY, 

'UPATI ACEH~YA, \ 

AKMAL IBRAHIM 

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR B 

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINS! ACEH 
NOMOR (8/ 171 /2019) 
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